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PERATURAN 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR     2    TAHUN  2017 

TENTANG 

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas 

Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu 

ditetapkan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;  

b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 

Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi 

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 164); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
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Pedoman Evaluasi Jabatan;  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KELAS 

JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA. 

 

Pasal 1  

Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga 

ini. 

 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan 

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat 

seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi 

pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis 

pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan 

dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi 

pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

 

Pasal 3 

Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  
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